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PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA. 

ABSTRAK : -   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 17, Pasal 
18 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 32, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40, Pasal 
47 ayat (2), Pasal 50, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 54 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2019, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.  

- Dasar hukum:  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang  
Pekerja Sosial (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 



menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451); Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); Peraturan Pemerintah Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5294); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9); Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan 
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 
38); 

 
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pelaksanaan program Kesejahteraan Lansia 

yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, 
pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk 



mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, sarana dan prasarana 
umum, bantuans, perlindungan sosial, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, 
pemberian penghargaan, pendanaan, serta tata cara pengenaan sanksi administratif. 
Pelayanan Kesehatan bagi Lansia dilaksanakan secara berkelanjutan, terpadu, dan 
ramah lansia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk 
pengembangan posyandu lansia dan puskesmas santun lansia. Dalam peraturan ini juga 
diatur pelayanan kesempatan kerja dan pelatihan bagi lansia potensial, penyediaan 
fasilitas dan aksesibilitas ramah lansia pada pelayalan publik, transportasi, fasilitas 
kesehatan, tempat ibadah, bangunan umum, taman kota dan fasilitas olahraga. Selain 
itu diatur mengenai pemberian bantuan sosial bagi lansia tidak potensial dan lansia 
terlantar, perlindungan sosial, mekanisme pembinaan, pengawasan dan evaluasi 
program kesejahteraan lansia, pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa 
dalam peningkatan kesejahteraan lansia, pendanaan program, serta pengenaan sanksi 
administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan penghargaan, 
penghentian pemberian bantuan, dan pencabutan izin operasional terhadap 
pelanggaran ketentuan penyelenggaraan kesejahteraan lansia.  

CATATAN :    -   Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 April 
2026.  

- Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 
12.  


